KEKUASAAN PRESIDEN DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 

(THE MILITARY POWER OF THE PRESIDENT)

Sabtu, 17 April 2004
1. UUD 1945:
a. UUD 1945 PRA AMANDEMEN:

Pasal 10:

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. 

Pasal 30:

(1). Tiap-tiap warga negara berhak dan waiib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

(2). Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. 

b. UUD 1945 PASCA AMANDEMEN
Pasal 10:

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.  

Pasal 30:

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat  keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.
2. Undang-Undang:

a. UU NO.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA:
· Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat (Pasal 1 angka 5)

· Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). Logika sebagai salah satu fungsi pemerintahan, Polri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan pemerintahan negara yang diketuai oleh Presiden.
· Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh (Pasal 3):
a. kepolisian khusus; 

b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau 

c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
· Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 ayat (1)). Dalam kedudukannya sebagai alat negara, Polri berkekedudukan di bawah presiden sebagai kepala negara karena presiden sebagai kepala negara merupakan personifikasi dari NKRI. 

· Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden (Pasal 7). Rasio mengapa diatur lebih lanjut dengan Keppres karena letak kepolisian yang berada di bawah presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Oleh karena itu, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada presiden.
· Terdapat hubungan hirarkisitas antara polri dengan polda diseluruh indonesia (Pasal 10). Adanya hubungan hirarkisitas ini karena negara memberikan kekuasaannya kepada Polri dan Polri merupakan satu kesatuan, sehingga ada garis komando dari Kapolri kepada Kapolda di seluruh Indonesia.

· Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 11). Logika ini sedikit bermasalah ketika Kapolri adalah pembantu presiden dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Sebaliknya ketika Kapolri adalah pembantu presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara, pengangkatan dan pemberhentian kapolri memang perlu persetujuan rakyat, melalui DPR-Parlemen, karena presiden adalah personifikasi dari NKRI.

· Ada batasan waktu persetujuan DPR yaitu 20 hari sejak diterima surat presiden (Pasal 11 ayat (3)) mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Pertanyaannya kemudian, jika presiden mengajukan calon yang sama, walaupun calon tersebut telah ditolak oleh DPR sebelumnya, bagaimana penyelesaiannya? 

·   Tugas Pokok Polri (Pasal 13):
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
· Anggota kepolisian tunduk pada kekuasaan peradilan umum (Pasal 29). Konsekuensinya pemeriksaan dan penuntutan juga dilakukan oleh kepolisian (Internal Affairs) dan kejaksaan. Hal ini didasarkan karena kepolisian sama kedudukannya dengan common civilian.

· Adanya lembaga kepolisian nasional, sering disebut Komisi Kepolisian Nasional, yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Pasal 37). Tugas pokok komisi ini adalah (Pasal 38):
1. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 

2. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri
· Komisi Kepolisian Nasional beranggotakan 6 orang yang berasal dari unsur pemerintah, pakar kepolisian dan tokoh masyarakat.
· Bantuan diberikan kepada TNI ketika terjadi keadaan darurat militer dan keadaan perang (Pasal 41) yang akan diatur lebih lanjut dengan PP.

b. UU NO.3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA:
· Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Pasal 1 angka 1).
· TNI terdiri dari Angkatan Darat. Laut, dan Udara (Pasal 10 ayat (2))

· TNI adalah alat pertahanan negara (Pasal 10 ayat (1)). Konsekuensi sebagai alat pertahanan negara adalah TNI berkedudukan di bawah presiden sebagai kepala negara.
· Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk (Pasal 10 ayat (3)) :
1. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
2. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
3. melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (MOOTW: Military Operation Other Than War); dan
4. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.
Ketika TNI sebagai pelaksana kebijakan pertahanan negara maka presiden adalah penentu kebijakan umum pertahanan negara (Pasal 13 ayat (2)). Dalam melaksanakan kewenangan ini presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional yang mempunyai fungsi sebagai penasihat presiden khusus dalam bidang menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara (Pasal 15 ayat (2)). Dewan ini diketuai sendiri oleh Presiden dan beranggotakan Anggota Tetap (yang terdiri dari Wapres, MenHan, Menlu, MenDagri dan Panglima TNI) dan Anggota tidak Tetap (yang terdiri dari pejabat pemerintah dan pejabat non pemerintah yang dianggap perlu dalam masalah yang dihadapi). Adalah sesuatu yang tidak masuk akal seseorang duduk secara bersamaan sebagai penasehat dan orang yang diberikan nasehat. Ini merupakan kekurangan karena struktur dalam lembaga kepresidenan kita belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Bandingkan dengan Nasional Security Council di US.
· Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara (Pasal 13 ayat (1)). Kedudukan presiden dalam pasal ini, secara umum adalah sebagai kepala negara karena TNI adalah alat pertahanan negara.
· Presiden berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan TNI (Pasal 14 ayat (1)). Akan tetapi jika ada ancaman bersenjata, pengerahan TNI oleh presiden harus mendapat persetujuan DPR. Persetujuan DPR dimasukan sebagai salah satu syarat pengerahan TNI untuk ancaman bersenjata dengan dasar:
1. Adanya konsekuensi anggaran dalam pengerahan TNI

2. TNI sebagai alat pertahanan negara, sehingga rakyat melalui parlemen diperlukan persetujuannya (Civilian Supremacy).

3. Menanggulangi penyalahgunaan kekuatan TNI.

4. Adanya pendekatan hukum humaniter dalam kekuasaan militer presiden.

Selain itu, presiden dapat mengerahkan TNI terlebih dahulu dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman bersenjata (Pasal 14 ayat (3)) dan maksimal 2x24 jam, presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR (Pasal 14 ayat (4)). Sebenarnya kewenangan ini agak berbahaya karena mungkin dalam waktu 2x24 jam setelah pengerahan TNI telah terjadi peperangan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Ketika kerugian itu telah nyata terjadi, bagaimana proses pengembalian keadaan dan pemberian ganti rugi terhadap hal tersebut? Dalam UU ini belum diatur. Pada sisi lain, proses ini sangat bergantung pada kegiatan intelegensi yang dilakukan oleh TNI, Mungkin ini adalah salah satu cara meminta pertanggung jawab penyelenggara kegiatan intelegensi dalam tubuh TNI, karena selama ini kegiatan intelegensi selalu menggunakan rahasia negara sebagai ”tameng” untuk tidak mempertanggungjawabkannya usulan yang diberikannya.
· Yang dimaksud dengan ancaman bersenjata adalah berbagai usaha dan kegiatan oleh kelompok atau pihak yang terorganisasi dan bersenjata, baik dari dalam maupun luar negeri yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa (Penjelasan Pasal 14 ayat (2)).
· Presiden mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI dengan persetujuan DPR. Ini merupakan reduksi kekuasaan presiden sebagai kepala negara yang dilakukan melalui UU. Di satu sisi ada pembenaran terhadap ketentuan ini. Pembenarannya adalah adanya supremasi sipil terhadap militer dan presiden setuju untuk direduksi kekuasaannya karena UU merupakan produk hukum yang dihasilkan melalui persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Di sisi lain, ketentuan ini menyalahi ketentuan yang ditetapkan dalam UUD 1945.  Suatu UU seharusnya tidak mempersempit ataupun memperluas ketentuan yang ditentukan dalam UUD karena UUD adalah bentuk perjanjian yang tertinggi yang disetujui oleh rakyat.

· Kandidat yang diusulkan presiden untuk menjadi panglima TNI adalah kandidat yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepal staf angkatan (Pasal 17 ayat (2)), sedangkan kepala staff angkatan diangkat dan diberhentikan presiden berdasarkan usulan dari panglima TNI(Pasal 17 ayat (3)). 
· Panglima TN menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer, serta memelihara kesiagaan operasional (Pasal 18 ayat (2)) dan mempertanggung jawab kepada Presiden dalam melaksanakan tugasnya (Pasal 18 ayat (4))
3. BUKU:
a. M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia: Civilian Supremacy
b. Thomas Buergenthal dan Sean D. Murphy, In a NutShell: Public International Law:
·  50 §§ 1541-48 USCS: bahwa harus ada pelaporan dan persetujuan dari congress terhadap mengerahan kekuatan bersenjata, maksimal 60 hari sejak dilakukannya operasi militer. Tanpa persetujuan dari congress maka operasi militer harus dihentikan.
· Perdebatan masih terus terjadi mengenai kekuasaan perang presiden di US. Di pihak yang setuju dengan bahwa presiden memang pemegang kekuasaan perang di US berpendapat bahwa memang, jika didasarkan para kebiasaan dan pengalaman yang pernah terjadi (The Paquete Habana, 175 US 677 (1900)), kekuasaan itu ada pada presiden. Sedangkan di pihak yang tidak setuju, yang didasarkan pada pendapat Alexander Hamilton dalam Federalist No.69: ”Generals and Admirals even when they are ”first” do not determine the practical purpose for which troops are to be used; they command them in the execution of policy made by others”
· Jerome A Barron dan C. Thomas Dienes, In a NutShell: Constitutional Law:
· The US Supreme Court selalu menghindar ketika terjadi dispute mengenai war power karena mereka menganggap bahwa hal itu adalah putusan politik, bukan hukum, kecuali pada Steel Seizure Case.
4. ISSUE(S):

a. Apa ratio presiden memegang kekuasaan tertinggi terhadap atas TNI dan Polri? Clue: Presiden sebagai kepala negara karena TNI dan Polri adalah Alat Negara dan Penyelenggara Pemerintahan
b. Ketika presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi TNI dan Polri, apa konsekuensi yuridisnya? Clue: Presiden sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas kedua lembaga tersebut.
c. Apakah kekuasaan presiden di bidang pertahanan dan keamanan dapat diserahkan kepada Wakil Presiden ketika Presiden berhalangan sementara? Clue: lihat Tap MPR No VII/MPR/1973. sebaiknya kekuasaan ini tidak diberikan dengan alasan presiden dan wapres berasal dari partai politik yang berbeda, akan tetapi bila presiden dan wakil presiden dalam prinsip one ticket, hal ini bisa dilakukan karena wapres adalah ban serep dari Presiden.
d. Bagaimana pola hubungan antara presiden dengan panglima TNI dan Kapolri? Clue: lihat UU No.2 dan UU No.3 Tahun 2002
e. Bagaimana mekanisme yang berlaku untuk menyatakan perang? Clue: Lihat UU tentang Hubungan Internasional.
f. Jika terjadi serangan terhadap RI, apakah mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku? Kalau tidak berlaku, bagaimaana mekanismenya? Clue: lihat ketentuan dalam UU pertahanan nasional dan UU tentang Keadaan Darurat ( UU No.23/Prp/1959)
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